
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah-daerah TK.11 di Sulawesi (Lembaran Negaran Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822}; 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan L,embaran 
Negara Nomor 4286}; 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

c. 

b. 

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer~h antara la-in 
menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban 
APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja 
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; 
bahwa mengingat APBD Tahun Anigaran 2014 sampai dengan 
tanggal 1 Januari 2014 belum di 1;€tapkan maka, dalam rangka 
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, sambil menunggu 
penetapan APBD Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu 
melakukan pengeluaran untuk pembayaran belanja yang bersifat 
mengikat dan belanja vang bersifat wajib atas beban Tahun 
Anggaran 2014; 
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muna. 

a. 

BUPATI MUNA 

' 

Mengingat 

4J Menimbang 

TENT ANG 
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN 
BELANJA BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR: 3.b TAHUN 2013 

--- ' 



I 

' sebagalrnana-telah dlubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2844); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintall"'"Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4548) 

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Ternbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan 
terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 14 
Tahun 2007, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007); 

15. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Organisasi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Muna; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Sekretariat Kecamatan dan K,elurahan (Lembaran Daerah 
Nomor 17 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2012 tentang 
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna 
(Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2007, tambahan Lembaran Daerah 
Tahun 2007); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinin Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Muna. 

' 



(1.) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 adalah sebagai berikut: 
1. Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan 

lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil; 
2. Uang representasi dan tunjungan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan 

tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan 
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Belanja pegawai untuk pembayaran gaji/upah pegawai non PNS serta tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada pegawai non PNS; 

4. Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, dokumen, alat listrik dan elektronik, perangko 
materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan 
bakar minyak/gas); 

5. Belanja bahan material (bahan obat-obatan, bahan kimia); 
6. Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, 

k;awat/faksmile/internet); 
7. Bei~1ja Perawatan Kendaraan Bermotor; 
8. Belanja Cetak dan Penggandaan; 
9. Belanja Makanan dan Minuman; 
10. Belanja Perjalanan Dinas khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, 

Sekretaris Daerah dan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
(SKPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD). 

(2.) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada 
pihak ketiga. 

BAB Ill 
Besaran dan Jenis Pengeluaran 

Pasal3 

Dalam Rangka kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk menjamin 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten 
Muna melakukan pengeluaran kas untuk ,belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 

harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan 

2. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 
pendanaan pelayanan dasar masyarakat 

BAB I 
Ketentuan Umum 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI 
PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BELANJA YANG 
BERSIFAT MENGIKAT DAN BfLANJA YANG BERSIFAT WAJIB 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

BAB II 
Tujuan 
Pasal 2 
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ONE 
36 RAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR . 

' 

Rah a 

31 Desember 2013 

Ditetapkan 
Pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penetapan 
APBD Tahun Anggaran 2014 

BAB IV 
PENUTUP 

PasalS 

Pengeluaran kas sebagaimana dimkasud pada Pasal 3, untuk setiap bulan adalah sebesar 

seperduabelas dari pagu yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing 
jenis belanja 

Pasal4 

PARAF KOOROINASt 
lCEPUTUSAN BUPATI MUNA --- A Ff T6L.. 


